BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

imbang

ngingat

KABUPATEN KUDUS
BUPATI KUDUS,

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) yang belum memiliki jaminan kesehatan,
Pemerintah Kabupaten Kudus menyelenggarakan Program
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);

bahwa guna kelancaran pelaksanaan program dimaksud, perlu

mengatur penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah
Kabupaten Kudus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengabh;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4335);

hun 2004 tentang Prakti
dang-Undang Nomor 29 Tahun ntang  Praktik
Egdoktgeran (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4431);
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ggg?nﬁ-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang peme"”tgggz
Noma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun esia
No or 125, Tambahan Lembaran Negara Republik e khir
MOr 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah tera
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 o004
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tl ZOQ4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara REgUDLS
Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); ‘

Und.ang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4436);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4676):

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerntah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia ~ Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4761),

Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Nomor 741/MENKES/
PERVII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25). ’



2netapkan

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2002

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerl]'ﬁ:
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Ta

2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2007
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Rumah
Sakit Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten

Kudus Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 105);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2009
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun

2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 120);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 73),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KUDUS.

KABUPATEN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
<

Daerah adalah Kabupaten Kudus.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebaqai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Kudus.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudyg

Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinag Kesehatan
Kabupaten Kudus.
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Kit Umum Daaral

Rumah Sak ; ah Sa
akit Umum Daerah adalah Rumah Kesahata

Kabupaten Kudus yang menyelenggarakan pelayanan
ungkat lanjutan

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnyd disingka!
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan
upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan,
pencegahan. pengobatan maupun pemulihan kesehatan

Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk mumbdllki":
periindungan dan pemeliharaan kesehatan bag! masyaraka
gengan prinsip kendali mutu dan biaya

Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus yang selanjutnya
disingkat Jamkesda adalah program pelayanan kesehatan Rag!
warga masyarakat miskin di luar kuota Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) yang belum —memiliki jaminan
xesehatan dan ditetapkan oleh Bupati

Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah setiap warga
masyarakat miskin termasuk keluarganya yang memenuhi
ketentuan untuk dapat ikut serta Jaminan Kesehatan Daerah

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah vyang
selanjutnya disebut Bapel Jamkesda adalah unit kerja non
struktural yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan
pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Daerah dengan prinsip
nirlaba.

Tim Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya
disebut Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Program Jaminan
Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus

Tim Verifikasi Jaminan Kesehatan Daerah adalah Tim yang
bertugas untuk menilai administrasi klaim yang diajukan Pember:
Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh pelaksana verifikasi
dengan mendasarkan pada standar penilaian klaim

Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK
adalah fasilitasi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan
kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan.

Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat 1 yang selanjutnya
disebut PPK 1 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat
dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya.

Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat 2 yang selanjutnya
disebut PPK 2 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik
yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama.

Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat 3 yang selanjutnya
disebut PPK 3 adalah Pemben_Pelayanan Kesehatan Spesialistik
Lanjutan yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut.

Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah/Tim
Pelaksana sebagai bukti penetapan keterangan tidak mampu da

dipergunakan untuk memperoleh pelayanan Jaminan Kesehata,r:

Daerah.
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BAB I
TUJUAN
Pasal 2

Tmuan Program Jamkesda meliputi
a  tujuan umum: dan

b, tujuan khusus

Tujuan umum program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a adalah memberi perlindungan kepada peserta
dalam bentuk pemeliharaan kesehatan paripurna dengan sistem

Jaminan kesehatan yang terkendal, baik mutu maupun baya

Tujuan khusus Program Jamkesda sebagamana  dumaksud

pada ayat (1) huruf b adalah;

a  tersedianya anggaran dan Pemenntah Daerah sebagai
dana praupaya pengganti premi untuk menjamin pelayanan
kesehatan bagi peserta yang tidak tercakup dalam program
Jaminan Pelayanan Kesehatan Pemerintah (Jamkesmas)
dan jaminan kesehatan lainnya.

b terselenggaranya pelayanan  keschatan  bagi peserta
dengan sistem  Jaminan  Kesehatan  dalam Program
Jamkesda,

c. terselenggaranya mekanisme koordinasi, pembimbingan,
pembinaan serta pengawasan program Jamkesda

Dana praupaya pengganti prenu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a merupakan dasar perhitungan  anggaran
Program Jamkesda

BAB 1l
PENYELENGGARA JAMKESDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Jamkesda  dilaksanakan  oleh Bapel
Jamkesda

Dalam hal Bapel Jamkesda balum terbentuk, penyelenggaraan
Jamkesda dilaksanakan oleh Tim Pelaksana

Pelaksanaan Program Jamkesda selain dilaksanakan oleh
Bapel Jamkesda / Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dapntjdtkennsmnamn dengan Pihak
Ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Ketjasama
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_ ah
d mengkoordinanikean dengan Satuan Kerji Parangkat 1Jaor

terkait dan/atnu Pember Palayannn Kesohatian (PPK),
@ mengalola Progoam Jamkesds, yang meliput

I pongelolann kopasortnan Progrm Jamkesda,

2. pongelolian polayanan kesehatan Prograrm Jamkeosdi,
dan
3 pongelolnan nnggaran Program Jamkesda

! molaknanakan ndministrasi; dan

0 mombing, mengawnni, dan ovaluasi Program  Jamkenda

Dalam  rangka vorifikasl  posorta Program  Jamkoensda, Fim
Polaksana dibintu oleh Tim Veorifikansi Progriam Jamkesda

tim - Polaknana  dan Tim  Verifikast Program  Jamkssda

sobagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan
oloh Bupat

BAB IV
PESERITA
Pasal 8
Peserta Program Jamkosda adalah masyarakat rmiskin diluar

kuota Jamiman Koschatan Masyarakat  (Jamkesmas) yang
belum memiliki jJamiman kesehatan

Jumlah dan nama masyarakat miskin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 9

Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) yang telah ditetapkan sebagai Peserta Program Jamkesda
diberikan Kartu ldentitas Peserta

Masyarakat miskin yang tidak masuk sebagai peserta
Jamkesda tetap diberikan pelayanan kesehatan dari Program
Jamkesda dengan menunjukkan rekomendasi dari

Bapel
Jamkesda/Tim Pelaksana

Bentuk Rekomendasi dari Bapel Jamkesda/Tim Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | dan Lampiran |l Peraturan Bupati ini.
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 10

Peserta berhak mempe'role‘h pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh PPK yang ditunjuk.

PPK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
sebagai berikut



Kewajiban peserta adal

a.  Pp adals
K 1 adalah Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten

Kudus:
b. - :
PPK 2 adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Kudus:
- EPK 3 adalah Rumah Sakit Umum Pusat dr. Karyadi dan
Umah Sakit Rumah Sakit Jiwa Aminogondohutomo di

Semarang; dan

p_elayanan haemodialisa (cuci darah) dapat dilaksanakan
di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus

Pasal 11

ah memenuhi ketentuan dan prosedur

pelayanan kesehatan yang ditetapkan

(1

(2)

(1)

(2)

BAB VI
FASILITAS PELAYANAN
Pasal 12

Fasilitas pelayanan kesehatan kepada peserta Program
Jamkesda, diberikan oleh PPK yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sesuai standar pelayanan
dan pola rujukan berdasarkan ketentuan yang berlaku

Fasilitas pelayanan Jamkesda sebagaimana dimaksud ayat (1)

adalah :

a. Tindakan Rawat Jalan tingkat 1 di Puskesmas dan
jaringannya,

b. Rawat Inap tingkat 1 di Puskesmas Rawat Inap;

c. Persalinan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya,

d. Rawat Jalan maupun rawat inap tingkat lanjut di PPK 2,
dengan hak akomodasi kelas III;

e. Pelayanan kegawatdaruratan medis di sarana pelayanan
kesehatan di PPK 1, PPK2, dan PPK3; dan

f. Pelayanan haemodialisa (cuci darah) dapat dilaksanakan di
Rumah Sakit Islam Sunan Kudus setelah mendapatkan
rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 13

- anan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
l;;su;t;; g::]aky pemberian obat dan bahan habis pakai,
pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan fasilitas

elayanan lain lain sesuai dengan paket pelayanan berdasarkan
Eebutuhan medis dan kemampuan program Jamkesda.

Pengadaan obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud
i kan di :
da ayat (1) dilaksana ‘
ga |nstzlasi Farmasi PPK 1, I_’PKZ, gap I:PK 3:
b. Perusahaan Daerah Apotlk Pem ;3 atau
c: Apotik lain yang ditunjuk oleh PPK 3.
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BAB VI
PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 14

Pelayanan yang tigak dijamin, meliputi-

¢ a o o @

(1)

pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan,

bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;
general check up:

protesis gigi tiruan;

pengobatan alternatif, antara lain
1. akupuntur:

2. pengobatan tradisional dan
3. pengobatan lain yang belum terbukti secara iimiah;

rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya

mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan
impotensi:

protesa, alat bantu dengar, alat penyangga;
kacamata;

Intra oculer lens (iol), pen, plate, screw, ] stent ( urologi), stent
arteri (Jantung), vp shunt (neurologi), mini plate(gigi), implanspine
dan non spine (ortopedi), protthesa ( kusta), alat vitrektomi
(mata), pompa kelasi ( thalasemi), kateter double lumen

(haemodialisa), implant ( rekonstruksi kosmetik), stent (bedah
tht, kebidanan);

pelayanan lain diluar paket dasar yang ditentukan: dan

pelayanan dalam rangka penanggulangan bencana alam dan
atau pelayanan sosial

BAB Vil
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Pembiayaan Program Jamkesda dilaksanakan sebagai berikyt -

a. untuk peserta Program Jamkesda yang dirawat di PPK 1
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus:

b. untuk peserta Program Jamkesda yang dirawat di PPK 2
pada Rumah Sakit Umum [_)aerah Kabupaten Kudus
dibebankan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Kudus,

¢ untuk peserta Program Jamkesda yang dirawat dj PPK 3
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kudus dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
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d g.r:tUK Pelayanan haemodialisa (cuci darah) yang
d!t?ksanakan di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus
'oebankan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

(2) Sumber biaya dari A

n Belanja Daerah
sebagaimana gj ggaran Pendapatan dan J

sebaqai dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan

a0al premi/dana pra-upaya yang besarnya per peserta
perbulgn ditentukan berdasarkan manfaat atau jenis pelayanan
yang di butuhkan atay menjadi hak peserta.

Pasal 16

Pedoman penggunaan biaya Jamkesda mengacu pada prinsip

Fb):”lY?enggaraan Jaminan kesehatan sebagaimana ketentuan yang
rlaku.

Pasal 17

Tata cara pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada PPK 1
dan PPK 3 adalah sebagai berikut:

a. pgmbayaran atas pelayanan kesehatan di PPK adalah dengan
sistem klaim pada akhir pelayanan pada akhir bulan;

b. besaran tarif paket untuk PPK 1 dan PPK 3, mengikuti tarif yang
berlaku di PPK 1 dan PPK 3 sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Penggantian biaya pelayanan oleh PPK 2 pada Rumah Sakit
Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku tidak dilakukan klaim tapi cukup dengan
pemindahbukuan/posting.

(2) Besaran tarif paket untuk PPK 2 mengikuti tarif yang berlaku di
PPK 2 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 19
(1) PPK wajib melakukan pencatatan atas kegiatan dan membuat
laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara rutin setiap
bulan kepada Bapel Jamkesda/Tim Pelaksana.
(2) Bapel Jamkesda/Tim  Pelaksana  melaporkan  kegiatan

pengelolaan Program Jamkesda :;etiap bulan dengan kepada
Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan.

Digitally signed by
Bagian Hukum

E‘Ej Sekretariat Daerah
%2 Kabupaten Kudus
o Date: 2019.11.01

10:49:54 +07'00"
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